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BAB I

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan hukum yang terjadi selama ini tidak terlepas dari dinamika kehidupan sosial yang semakin hari semakin  kompleks dan berciri terbuka (demokratis). Dengan kompleksitas kehidupan sosial masyarakat yang kian demokratis tersebut berakibat pada eksistensi pengadilan  sebagai “the last resort” (benteng terakhir) penegakan hukum. Sehingga membuat kinerja pengadilan senantiasa diteropong dan diuji kualitasnya oleh masyarakat. Sikap respek masyarakat terhadap pengadilan tersebut sangat bergantung pada sistem pelayanan peradilan itu sendiri.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama, terdapat beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum keberadaan peradilan agama. Keragaman dasar hukum peradilan agama tersebut  mengakibatkan beragamnya pula susunan kekuasaan, dan hukum acara peradilan agama. Mengakhiri keragaman tersebut demi terciptanya kesatuan hukum yang mengatur peradilan agama dalam rangka sistem dan tata hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Undang-undang yang mengatur susunan kekuasaan 
dan hukum Acara Peradilan Agama ini merupakan pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Undang-Undang ini mengatur susunan, kekuasaan, hukum acara, kedudukan para Hakim dan segi-segi administrasi lain pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Peraturan tersebut juga mengatur bahwa Pengadilan Agama merupakan Pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf , zakat, infaq, sadaqah dan ekonomi syariah berdasarkan hukum islam.

Persoalan keterlibatan Pengadilan Agama dalam soal warisan memang sepintas lalu tidak ada nilai barunya. Kewenangan Pengadilan Agama Pasal 49 dan pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam menyelesaikan warisan adalah perkembangan yang perlu disyukuri. Namun demikian Penerapan Undang-Undang tersebut masih perlu disosialisasikan kepada masyarakat, mengapa demikian karena munculnya anggapan dalam menyelesaikan sengketa hak milik (harta bersama) khusus orang-orang yang beraga Islam  masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang melibatkan Pengadilan Umum . 
Ketentuan tentang harta bersama, sudah jelas dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, bahwa harta yang boleh dibagi secara bersama bagi pasangan suami istri yang bercerai adalah hanya terbatas pada harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Hukum positif yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa, harta bersama dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 119 KHU Perdata, dan Pasal 85 dan 86 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengaturan harta bersama ini diakui secara hukum, termasuk dalam pengurusan, penggunaan, dan pembagiannya. Ketentuan tentang harta bersama juga diatur dalam hukum Islam meskipun hanya bersifat umum dan tidak diakuinya percampuran harta kekayaan suami istri, namun ternyata setelah dicermati dan dianalisis yang tidak bisa dicampur adalah harta bawaan dan harta perolehan. Hal ini sama dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum positif, bahwa kedua macam harta itu (harta bawaan dan harta peroleh) harus terpisah dari harta bersama itu sendiri.

Pembahasan kitab-kitab fiqh klasik, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan kata lain bahwa harta bersama adalah harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah (kongsi) antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibedakan lagi.

Para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang dasar hukum harta harta bersama itu. Sebahagian mereka mengatakan bahwa agama Islam tidak mengatur tentang harta bersama, sehingga oleh karena itu diserahkan sepenuhnya kepada mereka sendiri untuk mengaturnya. Sebahagian ahli hukum Islam yang lain mengatakan bahwa suatu hal yang tidak mungkin jika agama Islam tidak mengatur tentang harta bersama, sedangkan hal-hal lain yang kecil-kecil saja diatur secara rinci oleh agama Islam dan ditentukan dasar hukumnya. Tidak ada satu pun yang tertinggal semuanya termasuk dalam ruang lingkup pembahasan hukum Islam

Pembicaraan atau kajian tentang harta bersama tidak kita jumpai dalam kitab-kitab fiqh klasik. Masalah harta bersama merupakan persoalan hukum yang belum disentuh atau belum terpikirkan (ghair al-mufakkar) oleh ulama-ulama fiqh terdahulu karena masalah harta bersama baru muncul dan banyak dibicarakan dalam masa modern ini.

Pengarang kitab-kitab fiqh adalah orang Arab yang tidak mengenal adanya pencaharian bersama suami istri. Tetapi ada dibicarakan tentang kongsi yang dalam bahas Arab disebut syirkah. Oleh karena masalah pencaharian bersama suami istri adalah termasuk perkongsian atau syirkah, maka untuk mengetahui hukumnya maka perlu dibicarakan terlebih dahulu tentang syirkah yang telah ditulis dalam kitab-kitab fiqh, khususnya bab mu’amalah

Berdasarkan hal tersebut, maka sesungguhnya masalah harta bersama tidak disinggung secara jelas dan tegas dalam hukum Islam. Dengan kata lain, masalah harta harta bersama merupakan wilayah hukum yang belum terpikirkan (ghairu al mufakkar fih) dalam hukum Islam, sehingga oleh karena itu, terbuka bagi ahli hukum Islam untuk melakukan ijtihad dengan pendekatan qiyas. Dalam ajaran Islam, ijtihad itu diperbolehkan asalkan berkenaan dengan masalah-masalah yang belum ditemukan dasar hukumnya. Masalah harta bersama merupakan wilayah keduniaan yang belum tersentu oleh hukum Islam klasik. Hukum Islam kontemporer tentang harga gono gini dianalisis melalui pendekatan ijtihad, yaitu bahwa harta yang diperoleh pasangan suami istri selama dalam ikatan perkawinan merupakan harta bersama.

Kajian ulama tentang harta bersama telah melahirkan pendapat bahwa harta bersama termasuk dapat di-qiyas-kan sebagai syirkah. KH. Ma’ruf Amin, Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat mengatakan, harta bersama dapat disamakan atau digolongkan ke dalam harta syirkah, yaitu harta yang terkumpul selama menikah harus dibagi secara proporsional jika terjadi perceraian. Harta bersama dapat di-qiyas-kan dengan syirkah karena dipahami istri juga dapat dihitung sebagai pasangan (kongsi) yang bekerja, meskipun tidak ikut bekerja dalam pengertian yang sesungguhnya. Maksudnya, istri yang bekerja dalam pengertian mengurus rumah tangga, seperti memasak, mencuci pakaian, mengasuh anak, membereskan rumah tangga, dan pekerjaan domestik lainnya, juga dianggap sebagai aktivitas kerja yang perannya tidak bisa dipandang sebelah mata
 

Harta bersama yang didefinisikan sebagai harta yang dihasilkan oleh pasangan suami istri selama perkawinan berlangsung, maka harta bersama dapat kategorikan sebagai syirkah mufawadhah atau juga syirkah abdan .

Dalam fiqh mu’amalah, syirkah abdan dan syirkah mufawadhah merupakan bagian dari syirkah ‘uqud . Syirkah ‘uqud adalah kongsi yang mensyaratkan adanya kontrak antara para anggotanya. Keuntungan yang peroleh dari usaha itu akan dibagi berdasarkan kontrak yang telah disepakati sebelum melakukan kegiatan usaha. Syirkah ini tidak bertujuan untuk kepemilikan harta kekayaan (syirkah al-milk). syirkah mufawadhah adalah suatu bentuk perkongsian dua belah pihak yang melakukan kegiatan usaha, sedangkan pihak ketiga sebagai pemodal. Sedangkan syirkah abdan adalah suatu bentuk perkonsian dua pihak atau lebih yang masing-masing anggotanya hanya melakukan kegiatan usaha, namun tidak memberikan modal.

Menyimak penjelasan tersebut di atas, jika harta bersama di-qiyas-kan dengan syirkah sangatlah masuk akal karena sama-sama mengandung pengertian sebagai suatu bentuk perkongsian atau kerja sama antara suami dan istri. Hanya saja dalam konsep syirkah pada umumnya lebih bersifat bisnis atau kerja sama dalam kegiatan usaha, sedangkan syirkah bersama sifatnya hanya kerja sama dalam membangun sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, meskipun juga meliputi hal-hal yang berkaitan dengan harta dalam perkawinan.

Peng-qiyasan antara harta bersama dengan syirkah dapat pula dipahami melalui argumentasi sebagai berikut. Bahwa persatuan atau percampuran harta kekayaan suami dan istri dapat dipahami sebagai harta kekayaan tambahan karena adanya usaha bersama antara mereka berdua. Logikanya, jika terjadi pemutusan hubungan (perceraian) di antara mereka, maka persatuan harta kekayaan (bersama) itu harus dibagi dua. Pembagiannya bisa ditentukan atas dasar mana pihak yang lebih banyak berinvestasi dalam kerja sama itu, apakah suami/istri. Atau juga dapat dibagai secara merata, yaitu masing-masing pihak mendapatkan separoh

Para ahli hukum Islam di Indonesia ketika merumuskan Pasal 85 – 97 Kompilasi Hukum Islam setuju untuk mengambil syirkah abdan sebagai landasan perumusan kaidah-kaidan bersama atau harta bersama. Para perumus Kompilasi Hukum Islam melakukan pendekatan dari jalur syirkah abdan dengan hukum adat. Cara pendekatan ini tidak bertentangan dengan kebolehan menjadikan ‘urf (adat/tradisi) sebagai sumber hukum dan sejalan dengan kaidah yang mengatakan “al adatu muhakkamah”
.

Berdasarkan padangan tersebut di atas, sesungguhnya harta bersama bisa ditelusuri dalam hukum Islam baik melalui konsep syirkah maupun berdasarkan kehendak dan aspirasi hukum Islam itu sendiri. Dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kamatian, maka masing-masing suami istri mendapatkan separoh dari harta harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Ketentuan tersebut, sejalan dengan Yurisprodensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip.1959 bertanggal 9 Desember 1959 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami istri) mendapat setengah bagian dari harta bersama mereka
Apabila pasangan suami istri yang bercerai, kemudian masalah harta bersamanya dilakukan dengan cara musyawarah atau perdamaian, maka pembagiaannya bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan atau kerelaan di antara mereka berdua. Cara ini sah saja, bahkan ini yang terbaik. Dengan demikian, pembagian harta bersama atau harta bersama dapat ditempu melalui putusan pengadilan agama atau melalui musyawarah. Dalam penyelesaian pembagian harta bersama melalui jalan musyawarah ini, boleh saja mereka sepakat bahwa mantan suami mendapat sepertiga dari harta bersama, sedangkan mantan istri mendapat dua pertiga. Atau sebaliknya, mantan istri mendapat sepertiga, sedangkan mantan suami mendapat dua pertiga. Yang penting, prosentase bagian masing-masing itu, dihasilkan atas dasar muyawarah mufakat dan perdamaian serta tidak ada unsur pemaksaan. 

Norma hukum di dalam Al-Qur’an telah mengatur tentang pembagian harta warisan. Allah swt berfirman dalam QS. surat An-Nisa/4:12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ 
Terjemah 

Dan bagi kalian (suami-suami) setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian apabila mereka tidak mempunyai anak (laki-laki atau perempuan). Apabila mereka mempunyai anak, maka bagi kalian seperempat harta yang mereka tinggalkan, setelah dipenuhinya wasiat atau dibayarnya hutang mereka. Dan bagi kalian (istri-istri) seperempat dari harta yang ditinggalkan oleh suami-suami kalian apabila mereka tidak mempunyai anak (laki-laki atau perempuan). Apabila mereka mempunyai anak, maka bagi kalian seperdelapan harta yang mereka tinggalkan, setelah dipenuhinya wasiat atau dibayarnya hutang mereka. Apabila ada seseorang yang meninggal (laki-laki atau perempuan) dan dia tidak memiliki ayah (ke atas) atau anak (ke bawah), tetapi memiliki satu orang saudara lelaki atau perempuan (seibu), maka masing-masing mendapatkan seperenam dari harta (orang yang meninggal). Tetapi apabila saudara-saudara seibu itu lebih dari satu orang, maka mereka bersama-sama mendapatkan sepertiga bagian harta mayyit setelah dipenuhinya wasiat atau dibayarnya hutang mereka, dengan tanpa memberi madharat. (Allah mewasiati kalian dengan) sebenar-benar wasiat. Dan Allah itu Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Ayat ini menentukan bagian ahli waris istri mendapat seperempat (1/4) bagian warisan jika pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka mendapat seperdelapan (1/8) bagian yang diterimanya. Dilihat secara sepintas, kalau dikaitkan dengan istri yang ikut serta bekerja mencari penghasilan membantu suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sebagai ketentuan yang bersifat diskriminatif dan tidak adil. Tetapi kalau dikaji secara mendalam dan menyeluruh dalam satu sistem keluarga Islam, yaitu hukum waris yang merupakan bagian dari hukum keluarga dan tidak dapat dipisahkan dengan hukum perkawinan, maka keadilan justru akan terlihat karena ketentuan perolehan warisan istri mendapat seperempat (1/4) bagian warisan jika pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka mendapat seperdelapan (1/8) bagian yang diterimanya tersebut dalam kaitannya dengan hukum perkawinan yang menentukan kewajiban seorang pria sebagai suami untuk menanggung beban ekonomi di dalam keluarga. Sedangkan wanita sebagai istri tidak mempunyai kewajiban yang demikian
Ajaran Islam sudah memberika rambu-rambu secara umum di dalam menyelesaikan masalah harta bersama, diantaranya  Pembagian harta bersama tergantung kepada kesepakatan suami dan istri. Kesepakatan ini di dalam Al Qur’an disebut dengan istilah “Ash Shulhu “yaitu perjanjian untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak (suami istri) setelah mereka berselisih. Allah swt berfirman dalam QS. An-Nisa/4:128
وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
 وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا  


Terjemah
“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya untuk mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan“ 

Ayat di atas menerangkan tentang perdamaian yang diambil oleh suami istri setelah mereka berselisih. Biasanya di dalam perdamaian ini ada yang harus merelakan hak-haknya. Begitu juga dalam pembagian harta bersama, salah satu dari kedua belah pihak atau kedua-duanya kadang harus merelakan sebagian hak-nya demi untuk mencapai suatu kesepakatan.
Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sering timbul permasalahan karena meskipun Pengadilan Agama memutuskan pembagian harta bersama, akan tetapi jika Pengadilan Negeri belum atau tidak mengukuhkan putusan Pengadilan Agama, maka putusan tersebut belum dapat dilaksanakan.

Sebagimana disebutkan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,
 yakni Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama, itu menyangkut tahap-tahap penyelesaian perkra di Pengadilan Agama. Tahap memeriksa meliputi sejak masuknya gugatan sampai kepada tahap permusyawaratan majelis Hakim termasuk didalamnya pemanggilan dan administrasi perkara. Kemudian tahap memutus yaitu pada saat majelis Hakim menjatuhkan putusan (pambacaan putusan). Sedangkan tahap penyelesaian itu sendiri yaitu pada saat putusan dilaksanakan (eksekusi), karena suatu perkara belum dapat dikatakan selesai dengan tuntas jika belum dilaksanakan. 

Pengadilan Agama yang kewenangannya mengadili perkara-perkara tertentu dan mengenai golongan Agama tertentu sejajar dengan badan peradilan lainnya. Oleh karena itu, hal-hal yang dapat mengurangi kedudukan Peradilan Agama oleh Undang-Undang ini dihapus, seperti pengukuhan putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri.

Sejalan dengan perkembangan permasalahan masyarakat terhadap kebutuhan penegakan hukum. Putusan Pengadilan pada umumnya termasuk putusan Pengadilan Agama tidak memiliki arti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan  atau eksekusi. Persoalan dapat tidaknya sebuah putusan dieksekusi, sangat tergantung kepada dictum putusan yang harus bersifat menghukum dan dictum putusan tersebut tetap terikat kepada petitum gugatan pihak penggugat atau permohonan pemohon.

Permasalahan berikutnya adalah cara melaksanakan putusan (eksekusi) untuk setiap perkara tidak sama. pelaksanaan putusan (eksekusi) pengadilan selalu menganut corak dan cara penyelasaian yang bersifat kasuistis. setiap ragam kasuistis yang melekat pada eksekusi, tidak mungkin dapat diselesaikan menurut Undang-Undang semata.

Pelaksanaan putusan (eksekusi) memakai cara penyelesaian tersendiri yang menuntut para pelaksana eksekusi melakukannya secara professional. Putusan  Pengadilan yang bersifat menghukum dapat dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah, dan ini tidak akan menimbulkan permasalahan. berbeda halnya jika pihak yang kalah ternyata tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela. keadaan seperti ini, pihak yang menang harus mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Agama. Berdasarkan permohonan tersebut Ketua Pengadilan Agama memanggil pihak yang kalah untuk ditegur kemudian dalam waktu empat belas hari ia tidak melaksanakan putusan, maka Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan penetapan perintah eksekusi.

Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan (dieksekusi) yakni putusan yang berkekuatan hukum tetap. Apa yang dimaksud dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu bahwa putusan tersebut tidak dimungkinkan lagi adanya hukum biasa dalam hal ini perlawanan, banding dan kasasi. Apabila pihak yang kalah melaksanakan putusan secara sukarela, maka selesailah perkaranya tanpa bantuan dari pengadilan dalam melaksanakan putusan tersebut.

Selain daripada itu dalam praktik sering terjadi pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan Pengadilan secara sukarela, sehingga diperlukan bantuan Pengadilan untuk melasanakan putusan secara paksa. Termasuk penyelesian perkara harta bersama, terdapat beberapa kekhususan seperti sifat mengikut (accecoir) kepada perkara perceraiannya jika diajukan bersama (kumulasi obyektif) dengan gugatan atau permohonan cerai, termasuk didalamnya pembuktian yang kadang-kadang diantara kedua belah pihak sulit mendapatkan alat bukti tertulis karena pada umumnya suami istri tidak menduga sebelumnya bahwa ia akan bercerai. Contoh yang paling konkrit yaitu jika suami menabung di bank maka yang biasa mencairkan dananya adalah hanya suami. Sebaliknya istri tidak dapat mencairkan atau menarik dana tabungan tersebut karena bukan atas namanya.
Kaitan tersebut, maka penulis hanya membatasi pada perkara perkawinan saja yang didalamnya menyangkut penyelesaian perkara harta bersama yang merupakan jenis perkara yang sering menarik perhatian karena menyangkut sejumlah uang dan barang. Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, kasus yang diputus tanggal 29 April Tahun 2014 dengan Perkara Nomor 0037/Pdt.G/2014/PA Kdi. pelaksanaan eksekusi pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 (sumber PA KDI Tahun 2014). Oleh karena itu, perkara harta bersama tidak jarang sampai kepada pemeriksaan ditingkat banding dan kasasi, akhirnya sampai tahap penyelesaian yakni eksekusi.

Memperhatikan Keragaman dan kekhususan penyelesaian kasus-kasus sengketa harta bersama tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang tata cara pelaksanaan putusan sengketa harta bersama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, khususnya pada Pengadilan Agama Kendari Kelas IA. Hasil penelitian tersebut akan diuraikan dalam skripsi yang  berjudul “Analisis Pelaksanaan Putusan Sengketa Harta Bersama Pada Pengadilan Agama Kendari Kelas IA”
B. Rumusan  Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
1) Bagaiamana Analisis Pelaksanaan Putusan Sengketa Harta Bersama Pada Pengadilan Agama Kendari Kelas IA ?

2) Bagaimana tata cara pelaksanaan Putusan sengketa harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama?

3) Bagaimana solusi dalam pelaksanaan Putusan sengketa harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama?
C. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan penulis mengangkat judul ini adalah:

1. Untuk menjelaskan gambaran tentang Pelaksanaan Putusan Sengketa Harta Bersama Pada Pengadilan Agama Kendari Kelas IA.
2. Untuk menjelaskan tata cara pelaksanaan Putusan sengketa harta bersama pada Pengadilan Agama Kendari, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

3. Untuk menjelaskan solusi yang dihadapi Pengadilan Agama Kendari Kelas 1A dalam melaksanakan eksekusi sengketa harta bersama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini anatara lain:

1) Untuk mengetahui gambaran tentang tata cara pelaksanaan Putusan (eksekusi) sengketa harta bersama di Pengadilan Agama kelas 1 A Kendari
2) Sebagai bahan informasi dan masukan bagi pemerintah maupun masyarakat, khususnya Dalam pelaksanaan eksekusi sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Kendari Kelas 1A setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan semua pihak dalam memahami variabel-variabel penelitian ini, maka perlu dikemukakan beberapa definisi operasional yang menyangkut beberapa variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

a) Analisis Putusan adalah merangkum pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan didalam persidangan untuk diolah menjadi informasi yang dapat dipelajari, diterjemahkan dan bisa dimengerti.
b) Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan.
c) Tata Cara Pelaksanaan Eksekusi Adalah Prosedur yang dilakukan oleh pengadilan Agama dalam menindak lanjuti Hasil Keputusan Hakim Yang sudah berkekuatan tetap.
d) Pelaksanaan Eksekusi adalah sesuatu yang menghalangi untuk melaksanakan Keputusan Hakim yang sudah berkekuatan tetap.
e) Solusi Pelaksanaan Eksekusi adalah Metode yang digunakan dalam rangka menghindari hambatan dalam melaksanakan keputusan Hakim yang sudah berkekuatan tetap..
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